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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan 
untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur 
merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan 
dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis di 
tengah pergaulan internasional yang berdaulat. Pembangunan nasional 
yang meliputi keseluruhan pembangunan tidak terkecuali pembangunan 
daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan 
agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar 
sesuai prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah. 
Untuk mengoptimalkan pembangunan, sehingga tersebar secara 
merata di seluruh pelosok tanah air perlu diarahkan pada pelaksanaan 
otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab atas dasar 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 
perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :  
Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, 




Dengan memperhatikan pasal di atas maka jelas kita lihat adanya 
penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah 
yang lebih rendah menjadi urusan rumah tangganya. 
Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 yang dititikberatkan pada daerah kabupaten yang 
artinya bahwa sebagian besar jumlah dan jenis urusan otonomi daerah 
untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir h Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, bahwa : 
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir h tersebut di atas, maka urusan-
urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam 
rangka pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya menjadi wewenang 
dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa 
sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut 
penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang 
menyangkut segi-segi pembiayaan. 
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Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, daerah 
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan 
kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi 
masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah, jauh 
dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya 
perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah, sebagai daerah otonom pemerintah kabupaten diberi wewenang 
dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah. 
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dalam rangka 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan 
menghindari adanya penyelewengan, maka perlu diatur dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan. 
Sejalan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 86 ayat (3) dan ayat 
(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa : 
Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan 




Selanjutnya ayat (6) menyatakan bahwa : 
Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata 
usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
disebutkan bahwa : 
Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 dan Pasal 24, diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan di atas maka 
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 
Dalam rangka konteks pelaksanaan otonomi daerah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 menjadi sangat penting dalam 
meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang 
merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu 
daerah. 
Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial 
dikembangkan menjadi daerah yang berotonomi, sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini 
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ditunjang dari berbagai segi yang cukup mendukung, diantaranya segi 
geografis, demografis maupun sarana dan prasarana yang dimiliki 
sehingga dapat menjadi sumber keuangan daerah yang potensial di 
Kabupaten Enrekang. 
Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengelolaan keuangan 
daerah di Kabupaten Enrekang menarik untuk diteliti dan dikaji. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, 
maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Sejauhmanakah pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan 
kemandirian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Enrekang 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah guna menunjang pelaksanaan  otonomi daerah ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, pada 
hakekatnya penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan keuangan daerah dalam 
menciptakan kemandirian penyelenggaraan pemerintahan di 
Kabupaten Enrekang 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan daerah guna menunjang pelaksanaan  
otonomi daerah 
Hasil analisis pengkajian dan pembahasan yang ada diharapkan 
dapat bermanfaat bagi kegunaan penelitian antara lain : 
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam 
pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pemerintahan Daerah 
dalam bentuk perangkat aturan daerah yang mengatur Keuangan 
Daerah di Kabupaten Enrekang. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran kepada segenap unsur pelaksana 
Pemerintahan Daerah dan input bagi instansi yang terkait khususnya 
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menunjang 
pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan kemandirian 
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Enrekang. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Otonomi Daerah 
Desentralisasi adalah praktek yang telah mendunia merupakan 
bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati 
dalam persaingan global. 
Demikian pula halnya dengan negara kesatuan Republik 
Indonesia, desentralisasi menjadi kewenangan, terbagi menjadi bagian-
bagian yang terintegrasi dalam wadah negara kesatuan Republik 
Indonesia yang diharapkan bergerak efisien negara kesatuan Republik 
Indonesia dalam rangka mengatasi tantangan global. 
Otonomi adalah derivat dari desentralisasi. Daerah otonom 
adalah daerah yang mandiri dalam berprakarsa tingkat kemandirian dan 
turunan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan, semakin tinggi 
derajat desentralisasi semakin tinggi pula tingkat otonomi daerah. 
Dari segi yuridis dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 jo UU No 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004, daerah mempunyai peluang besar untuk 
menjabarkannya dalam tatanan operasional. Undang-undang tidak 
dapat dilaksanakan tanpa ada peraturan pelaksanaan, dalam konteks 
ini otonomi daerah mempunyai arti kebebasan untuk melaksanakan 
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pembangunan, dengan demikian daerah mempunyai peluang untuk 
merumuskan langkah-langkah pembangunannya sejalan dengan 
kepentingan negara kesatuan serta tidak berbenturan undang-undang 
kini berlaku. 
Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi 
menurut pendapat Soepomo (Rozali Abdullah, 1999: 11), menyatakan 
bahwa : 
“Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan 
regional menurut riwayat adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, 
dalam rangka negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis 
dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah 
lain”. 
 
Otonomi daerah dilihat dari sudut wilayah penyelenggaraannya 
dalam batas-batas wilayah yang dilakukan pemerintah pusat. Dilihat dari 
sudut substansi atau materi penyelenggaraan otonomi daerah 
ditentukan oleh sistem rumah tangga otonomi daerah yang digunakan. 
Adapun pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 yaitu “Kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada Pasal 1 butir (i) 
dijelaskan bahwa : 
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu 
berwewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
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setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
   
Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa titik berat pemberian 
otonomi adalah untuk kesatuan masyarakat hukum,  karena kedaulatan 
sepenuhnya ada ditangan rakyat. Namun demikian pemberian otonomi 
tersebut harus tetap diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
HAW. Widjaja (2002 :30-31) mengemukakan: 
“Dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari tiga 
dimensi. Pertama, otonomi negara dalam berhubungan dengan 
kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (terutama 
masyarakat ekonomi dan partai politik). Kedua, otonomi 
pemerintah daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat. 
Ketiga, otonomi unit-unit bawahan dalam organisasi 
pemerintahan dalam hubungan dengan unit yang lebih tinggi. 
Dalam ketiga dimensi itu terkandung satu muatan nilai pokok. 
Yaitu adanya keleluasaan untuk berprakarsa dan berkreasi. 
Implikasi dari adanya otonomi adalah tumbuhnya suasana 
kompetisi yang sehat untuk mengejar kemajuan bersama”. 
 
Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberikan kepada 
Daerah di maksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-
fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (service), 
pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). 
Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan 
dalam masyarakat. Artinya bahwa siapapun dalam masyarakat harus 
mendapat perlakuan yang sama, tanpa memandang derajat dan pangkat. 
Dalam fungsi pemberdayaan terkandung tujuan untuk menciptakan 
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masyarakat yang mandiri, dan dalam fungsi pembangunan terkandung 
tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Selain itu otonomi 
merupakan landasan politik yang memberi peluang bagi masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan. 
Melalui kewenangan otonomi itu, secara logis diharapkan bahwa 
pelayanan Pemerintah kepada masyarakat akan lebih baik kualitasnya 
karena faktor jarak yang lebih dekat. Upaya pemberdayaan 
masyarakatpun bisa lebih efektif berdasarkan asumsi bahwa Pemerintah 
Daerah lebih tahu akan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari 
masyarakatnya. Kalau Pemerintah Daerah benar-benar mampu 
menyerap aspirasi masyarakat, diharapkan akan tercipta rumusan 
kebijaksanaan yang dapat membuat masyarakat lebih mandiri dari waktu 
ke waktu. Dalam hubungan ini kiranya perlu dihindari jangan sampai 
pembesaran wewenang Pemerintah Daerah malah digunakan untuk 
memperbesar ketergantungan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. 
Dengan pemberian kewenangan dan keleluasaan yang cukup kepada 
Daerah untuk mengemban tugas-tugas pembangunan, harapan akan 
semakin tepat jika penempatan sasaran pembangunan untuk 
kesejahteraan menjadi lebih besar. 
Pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 
didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, 
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nyata, dan bertanggung jawab menurut penjelasan umum Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 
“Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan 
semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang 
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu, 
kewenangan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan 
bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. 
Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan 
Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di 
bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta 
tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. 
Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab 
adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai 
konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah 
dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah 
dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan  
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, 
serta  pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan 
Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa pada intinya pemberian 
otonomi kepada daerah adalah untuk memberikan keleluasaan daerah 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tumbuh, hidup, dan 
berkembang di daerahnya demi terciptanya peningkatan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, 
keadilan, dan pemerataan, serta keserasian hubungan antara pusat dan 
daerah serta antar daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi 
masyarakat di Daerah. Singkatnya bahwa pemberian otonomi kepada 
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daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 
Ciri-ciri pembangunan daerah yang memanfaatkan kewenangan 
otonomi menurut Maskun (1995:234) adalah : 
a. Bahwa pembangunan itu berasal dari idea, aspirasi dan inspirasi 
masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga-lembaga legislatif 
setempat, sebagai aspek politis. 
b. Bahwa pembangunan direncanakan secara relatif tepat dengan 
kebutuhan dan potensi daerah, yang umumnya untuk jangka waktu 
sedang dan pendek. 
c. Proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme 
kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya. 
d. Proses pembangunan dilandaskan kepada peraturan daerah sebagai 
aspek legalitas dan berlandaskan aspek hubungan pusat dan daerah 
sebagai aspek unitoris. 
 
Sedangkan Page dan Golsmith (Supriatna, 1993:33) menyatakan 
bahwa "Tinggi rendahnya variabel-variabel akan mempengaruhi tingkat 
desentralisasi yang diberikan kepada daerah adalah function, discretion, 
dan acces". 
Function menyangkut pelimpahan fungsi-fungsi, apakah telah 
sesuai dengan kemampuan Daerah dari segi pendanaan maupun 
pengelolaan serta skala prioritas tentang kepentingan siapa didahulukan 
(Pusat atau Daerah). 
Discretion menyangkut keleluasaan membuat kebijaksanaan 
sesuai prioritas Daerah serta sejauh mana keterlibatan politisi dan 
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birokrat Daerah dalam membuat kebijakan Daerah. Selain itu pengaruh 
dan keterlibatan aparat dekonsentrasi. 
Access berarti kemampuan pejabat Daerah untuk menjalin 
hubungan dengan pejabat Pemerintah Pusat. Hubungan ini cenderung 
bersifat informal karena menyangkut "bargaining dan lobby". 
Sementara itu Memet (1995:5) menyampaikan bahwa bentuk 
kemampuan dan pertumbuhan serta pengembangan otonomi daerah 
dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : 
1. Regional  terdiri dari faktor-faktor sumber daya alam, fisik lingkungan 
dan potensi alam lainnya. 
2. Tradisional  terdiri dari faktor-faktor sosial, budaya dan adat istiadat 
atau kebiasaan yang menjadi landasan kehidupan masyarakat 
setempat. 
3. Fungsional  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara 
fungsional dalam proses penyelenggaraan negara di daerah 
berdasarkan tuntutan kebutuhan pemerintahan, pembangunan 
dengan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan. 
 
Lebih lanjut Wasistiono (1999 : 55-56) mengungkapkan tentang 
hak-hak Daerah yang tercakup dalam otonomi, meliputi : 
a. kebebasan untuk memilih pemimpinnya sendiri; 
b. kebebasan untuk memiliki kekayaan dan mengelolanya sendiri; 
c. kebebasan untuk menggali pendapatnya sendiri; 
d. kebebasan untuk membuat aturannya sendiri; 
e. kebebasan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawainya 
sendiri. 
 
Dari berbagai tolok ukur yang dikemukakan di atas, terlihat dengan 
jelas bahwa keuangan daerah merupakan faktor penting dalam 
pelaksanaan otonomi Daerah. Mengenai hal ini, Abdurrahman (1987:46) 
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mengemukakan bahwa "inti dari segala persoalan kemampuan otonomi 
adalah persoalan keuangan". Pendapat ini didukung oleh Rudini 
(1995:45) dengan menyatakan, "Namun untuk masa datang, otonomi 
daerah harus lebih didasarkan pada kemampuan fisik, suatu kemampuan 
membiayai dirinya sendiri untuk menyelenggarakan otonomi, karena 
tanpa itu otonomi tidak mungkin terselenggara". 
Rumah tangga otonomi daerah secara materi memuat pembagian 
tugas yang tegas dan terperinci antara kewenangan pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat, materi yang tidak tercantum dalam undang-
undang tersebut tidak termasuk kewenangan rumah tangga daerah, 
tetapi berada dalam rumah tangga pemerintah pusat. 
Adapun dalam rumah tangga otonomi daerah secara formal, 
kewenangan rumah tangga otonomi daerah tidak ditentukan secara 
apriori, pemerintah daerah bebas mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri sepanjang dipandang bermanfaat bagi 
kepentingannya guna kemajuan dan perkembangan daerah yang 
bersangkutan. 
Rumah tangga otonomi daerah secara riil didasarkan kepada 
keadaan dan faktor-faktor yang nyata, tercapai harmonisasi antara 
tugas, kemampuan kekuatan kondusif, baik di tingkat pemerintah 
daerah, maupun di tingkat pemerintah pusat. 
Tresna (Laica Marzuki, 1999 : 5) bahwa :  
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“Rumah tangga otonomi riil merupakan jalan tengah, tidak 
melepaskan kewenangan rumah tangga otonomi daerah secara 
formal”. 
Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam 
konteks penyelenggaraan negara kesatuan, otonomi daerah merupakan 
wadah kehidupan demokrasi. Rakyat melalui para wakilnya (DPRD) 
turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi 
daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi, 
rakyat mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah. 
Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan 
demokrasi bila otonomi daerah dijalankan secara efektif guna 
pemberdayaan kemaslahatan rakyat, meliputi kewenangan Perda-
Perdanya yang mengakomodir kepentingan rakyat dan 
penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. 
B. Pengembangan Otonomi Daerah 
Maksud otonomi daerah ialah untuk memberikan status atau 
kedudukan yang lebih demokratis kepada pemerintah daerah 
Kabupaten dan Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, diharapkan akan mampu mengakomodasikan 
perkembangan yang mengacu ke masa depan lebih-lebih dalam 
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menghadapi abad ke 21 era globalisasi yang bersifat perdamaian dan 
persaingan. 
Asas dari pelaksanaan otonomi daerah adalah keseimbangan 
desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan. Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang gerak kepada pemerintah 
daerah untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus serasi dengan 
pembantuan politik dalam rangka membina persatuan dan kesatuan 
bangsa. 
Titik berat otonomi pada daerah menurut RAW. Widjaja (1998 : 
139) mempunyai tujuan yaitu : 
“Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membina tingkat 
kestabilan politik dan membina persatuan dan kesatuan 
bangsa.” 
 
Selain daripada itu otonomi daerah juga bertujuan agar daerah 
dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan nasional, dengan demikian daerah Kabupaten dan Kota 
memiliki kesempatan untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut 
pelaksanaan serta nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. 
Titik berat otonomi di daerah merupakan yang paling dekat 
bersentuhan dengan masyarakat dalam berinteraksi secara intensif 
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dengan masyarakat setempat, dan merupakan ujung tombak dan 
pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah penting melakukan 
pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai asas pembangunan 
daerah yang diperlukan aparat sebagai pelaku penyelenggaraan 
pemerintahan yang benar-benar mampu mengajak masyarakat 
berpartisipasi dalam pembangunan. 
Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pemerintah sudah 
mengatur masalah keuangan yang menjadi tugas negara di daerah 
menjadi beban APBN, yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan 
dalam rangka asas dekonsentrasi. Sedangkan urusan yang menjadi 
tugas-tugas daerah otonom dalam rangka desentralisasi dibebankan 
dalam APBD. Urusan daerah yang menjadi tugas negara atau tugas 
daerah di atasnya dalam rangka asas pembuatan dibebankan pada 
APBN dan atau APBD. 
Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 
dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan 
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. 
Landasan ini diperkuat lagi dengan ketetapan MPR RI No. 
XV/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, 
Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan 
serta Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
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dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan 
konsep otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menganut konsep 
otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan 
Pusat disamping menghendaki otonomi yang nyata dan bertanggung 
jawab, juga menghendaki otonomi yang luas. Di samping itu 
penyelenggaraan otonomi daerah harus pula didasarkan pada prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, musyawarah, pemerataan 
dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman 
daerah. Pemberian otonomi yang luas ini disamping memang telah 
sesuai dengan jiwa Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945, juga diharapkan 
dapat mencegah timbulnya keinginan daerah yang menghendaki 
dibentuknya Negara Federasi. 
Dalam prakteknya antara suatu daerah dengan otonomi yang 
luas dan suatu Negara Bagian dalam Negara Federal, tidak terdapat 
perbedaan yang prinsipil bila dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki. 
Perbedaan itu justru terdapat pada sumber wewenangnya. Pada daerah 
otonomi sumber wewenang itu berasal dari pemerintah pusat, 
sedangkan pada negara bagian sumber wewenang itu berasal dari 
negara bagian itu sendiri. 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia dari awal pembentukannya 
sudah merupakan Negara Kesatuan. Berhubung wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, agar pemerintahan bisa 
berjalan efektif, maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas beberapa daerah besar dan kecil. Kepada daerah-daerah ini 
yang disebut daerah otonom oleh pemerintah pusat diberikan 
wewenang yang luas untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya 
sendiri, terkecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, 
pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta bidang 
agama. 
Kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah kabupaten 
dan daerah kota dalam prakteknya nanti masih akan dibatasi oleh 
kewenangan pemerintah pusat di bidang lainnya, seperti diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, yaitu : 
a. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan secara makro. 
b. Kebijakan dan perimbangan keuangan. 
c. Kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian 
negara.  
d. Kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 
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e. Kebijakan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi 
yang bersifat strategis. 
f. Kebijakan konservasi. 
g. Kebijakan standarisasi nasional. 
Disamping itu kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota 
dalam prakteknya juga akan dibatasi oleh kewenangan daerah propinsi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya, yaitu 
kewenangan yang bersifat luas Kabupaten dan Kota dalam bidang 
pemerintahan tertentu lainnya. Menurut penjelasan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang termasuk kewenangan bidang 
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, antara lain : 
a. Kewenangan di bidang pekerjaan umum. 
b. Kewenangan di bidang perkebunan.  
c. Kewenangan di bidang kehutanan.  
d. Kewenangan di bidang perhubungan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan bidang 
pemerintahan tertentu lainnya adalah : 
a. Perencanaan dan pengendalian secara makro 
b. Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial 
dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi. 
c. Pengelolaan pelabuhan regional.  
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d. Pengendalian lingkungan hidup. 
e. Promosi dagang dan budaya/pariwisata. 
f. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman.  
g. Perencanaan tata ruang propinsi. 
Walaupun masih ada batasan waktu tertentu dalam 
penyelenggaraan otonomi yang luas bagi daerah kabupaten dan daerah 
kota seperti dikemukakan di atas, namun Undang undang Nomor 23 
Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah ini lebih memberikan harapan 
dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 memberikan jaminan secara tegas melalui Pasal 
8 ayat (1), untuk terwujudnya otonomi yang nyata dan bukan sekedar 
otonomi formal seperti yang berlaku selama ini. Pasal 8 ayat (1) 
menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan daerah yang 
diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai 
dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, saran dan prasarana 
serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang 
diserahkan tersebut. Selama ini yang sering terjadi, urusan diserahkan, 
sedangkan kewenangan pembiayaan masih dikendalikan oleh 
pemerintah pusat. 
Hal ini berarti apabila semua daerah kabupaten dan kota sudah 
dapat melaksanakan semua kewenangannya, wewenang yang tinggal 
pada daerah propinsi hanyalah kewenangan di bidang pemerintahan 
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yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan bidang 
tertentu lainnya sebagaimana dikemukakan sebelum ini, disamping 
kewenangan sebagai wilayah administratif yaitu mencakup kewenangan 
dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku 
wakil pemerintah pusat di daerah. 
Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa suatu daerah berwenang mengelola 
sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung 
jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang termasuk sumber daya nasional adalah 
sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia 
yang tersedia di Daerah. 
Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
memang cukup luas yaitu mencakup semua kewenangan pemerintahan 
selain kewenangan yang dikecualikan. Bidang pemerintahan yang wajib 
dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi : 
a. Pekerjaan umum  
b. Kesehatan 




f. Industri dan Perdagangan 
g. Penanaman Modal 
h. Lingkungan Hidup 
i. Pertanahan 
j. Koperasi 
k. Tenaga kerja 
Kewenangan tersebut di atas adalah yang wajib dilaksanakan 
oleh setiap daerah kabupaten dan daerah kota dan tidak dapat dialihkan 
ke daerah propinsi. Langkah maju yang terlihat dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mi, adalah adanya 
pengakuan bahwa pada dasarnya semua kewenangan sudah ada pada 
daerah kabupaten dan daerah kota, sehingga tidak perlu lagi dilakukan 
penyerahan kewenangan secara aktif seperti di masa lalu harus 
ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah. Sekarang hanya 
diperlukan semacam pengakuan dare pemerintah pusat. 
Di samping kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai 
daerah otonomi, daerah dapat dibebani tugas tertentu oleh pemerintah 
pusat dengan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber 
daya manusia yang disebut tugas pembantuan. Daerah yang mendapat 
tugas pembantuan tersebut wajib melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, sesudah tugas 
tersebut dilaksanakan. 
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C. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 
Di dalam penjelasan umum angka 8 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa :  
“Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan 
kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang 
didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota 
yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan 
daerah". 
 
Dengan penegasan tersebut di atas, memberikan indikasi bahwa 
daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri dalam 
rangka membiayai urusan rumah tangganya. Keharusan daerah untuk 
mampu membiayai pelaksanaan urusan rumah tangganya merupakan 
hal tidak dapat dihindari, oleh karena telah menjadi prasyarat dalam 
sistem pemerintahan daerah. 
Agar dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, 
Daerah dituntut kemampuannya untuk menggali sumber keuangan 
sendiri. Adapun sumber pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam 
Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 
Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. Pendapatan asli Daerah, yaitu: 
1) hasil pajak Daerah, 
2) hasil retribusi Daerah, 
3) hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah 
yang dipisahkan, dan 
4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. 
b. Dana perimbangan; 
c. Pinjaman Daerah; dan 
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d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 
  
Namun dalam upaya untuk menggali sumber-sumber keuangan 
daerah sendiri, tentu dibutuhkan kewenangan dan kemampuan dalam 
pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014,  bahwa : 
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan 
menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi 
dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam Sistem 
Pemerintahan Daerah. 
(2) Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan 
keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintahan 
menjadi kewenangan Daerah. 
 
Dari ketentuan tersebut, diharapkan tercapai keseimbangan antara 
kewenangan yang ada pada daerah dengan kemampuan untuk 
membiayai berbagai kegiatan yang timbul sebagai akibat kewenangan 
yang dimilikinya. Kewenangan akan menjadi sesuatu yang tidak berarti 
bila tanpa didukung kemampuan pembiayaan untuk menjalankan 
kewenangan tersebut. 
Untuk itu, maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
memungkinkan Daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan 
baru yang sebelumnya dikuasai oleh Pusat. Daerah-daerah yang 
mempunyai potensi sumber pendapatan baik berupa hutan, laut, minyak, 
maupun pajak akan mendapatkan bagian secara proporsional. Gejala ini 
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menunjukkan bahwa kemauan politik Pemerintah Pusat untuk 
melaksanakan otonomi semakin serius sesuai dengan tuntutan reformasi 
yang bergulir agar bangsa dan negara Indonesia terlepas dari persoalan-
persoalan disintegrasi (perpecahan). 
Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya selama ini, masih mengandalkan subsidi Pemerintah 
Pusat. Jika kondisinya seperti ini terus terjadi, maka penyelenggaraan 
Otonomi Daerah  hanya bersifat administratif, yang menurut Bryant 
(Sarundajang, 1999:50) adalah: 
“Suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada 
pejabat pusat di tingkat lokal. Pejabat-pejabatnya bekerja dalam 
batas-batas terencana dan sumber pembiayaan yang sudah 
ditentukan. Walaupun demikian, pejabat-pejabatnya memiliki 
keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam 
mengembangkan kebijaksanaan pemberian jasa dan pelayanan 
di tingkat lokal.” 
 
Dengan demikian, maka suatu keharusan bagi Daerah untuk 
berupaya semaksimal mungkin dalam menggali potensi daerahnya guna 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.  
Faktor kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu dasar 
kriteria untuk mengetahui secara nyata apakah suatu daerah mampu 
mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Kaho (Halim, et. al, 2001 : 238), mengemukakan bahwa  : 
“Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata 
kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri adalah kemampuan self supporting dalam 
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bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan 
merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan 
daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam 
Pelaksanaan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan 
dana/uang. 
 
Lebih lanjut Abdurrachman (1987:155) “Inti dari segala persoalan 
mengenai kemampuan otonomi adalah faktor keuangan, sehingga tidak 
berlebihan bilamana dikatakan bahwa uang adalah soko guru otonomi”. 
Keuangan daerah sangat menentukan efektif tidaknya 
Pelaksanaan Pemerintah Daerah, baik dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan di daerah. Jadi 
tanpa adanya keuangan yang memadai bagi suatu daerah, maka akan 
sulit bagi daerah yang bersangkutan untuk dapat menyelenggarakan 
kewajiban serta kewenangannya. Selain itu salah satu yang terpenting 
adalah ciri pokok dan mendasar dari suatu Daerah yang otonom akan 
menjadi hilang. 
Dengan demikian sumber pendapatan daerah khususnya bagi 
Daerah   Kabupaten dapat diartikan secara luas, yang meliputi tidak saja 
penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri tetapi juga 
penerimaan dari pemerintah  (Pusat dan Daerah Propinsi) yang dalam 
prakteknya bisa berbentuk bagi hasil atau sumbangan dan 
bantuan/subsidi. Pendapatan Daerah dimaksud, diartikan sebagai: 
“komponen daripada APBD untuk membiayai Pembangunan dan 
kelancaran jalannya  roda  Pemerintahan“.  
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Sebagaimana disebutkan  dalam  penjelasan Undang undang 
Nomor 23 Tahun 2014bahwa : 
“Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan 
menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah serta antara propinsi dan Kabupaten/kota yang 
merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah 
dalam menggali sumber keuangannya sendiri merupakan syarat 
terpenting guna berhasilnya suatu daerah dalam membiayai semua 
kewenangan yang akan dilaksanakan sehingga dapat mengurus dan 
mengatur kepentingan masyarakat setempat secara tepat guna dan 
berhasil guna. 
Demikian pula dalam Pasal 4 Undang undang Nomor 33 Tahun 
2014ditegaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam 
pelaksanaan desentralisasi adalah sesuai dengan apa yang telah 
ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 
Adapun yang dimaksud, khususnya pendapatan asli daerah adalah 
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Kenyataan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
dan realisasi pembangunan serta fungsi untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat akan semakin meningkat di masa yang akan 
datang. Konsekuensinya pemerintah daerah tentunya sangat 
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membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk 
itu, tidak ada alternatif lain bagi pemerintah daerah, kecuali dengan 
melakukan upaya menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli 
daerah sendiri, secara kontinyu yang berkesinambungan agar 
kontribusinya semakin dominan dalam pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah tentang pajak dan retribusi daerah. 
D. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Misi utama dari Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 
Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 bukan hanya pada keinginan 
untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah, tapi yang lebih penting adalah keinginan untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 
keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan 
akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses 
penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan 
keuangan daerah pada khususnya. 
Menurut Brian Binder (Nick Devas et/al terjemahan Masri Maris 
(1989 : 279) bahwa : 
“Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat 
diringkaskan sebagai berikut : (1) Tanggung jawab (accountability);       
(2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan; (3) Kejujuran; (4) Hasil 
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guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan daerah; 
dan                (5) Pengendalian. 
 
Selanjutnya Brian Binder (Nick Devas et/al terjemahan Masri Maris 
(1989 : 281) menjelaskan : 
“Unsur-unsur sistem keuangan Pemerintah Daerah dapat 
digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu : 
(1) Unsur berkala dan unsur hukum : Unsur bekala mencakup 
unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan 
berkala dalam setahun, yakni menyusun program dan 
anggaran ; pengeluaran dan penerimaan anggaran; urusan 
uang keluar dan masuk, mencatat dan melaporkan transaksi 
keuangan. 
Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan dan 
penataan kegiatan berkala, yakni; undang-undang dan 
peraturan keuangan, transaksi dan pemeriksaan keuangan 
dan luar. 
(2) Unsur-unsur luar dan dalam : Unsur luar meliputi pengawasan 
yang dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat-
pejabat pengawas yang lebih tinggi, berdasarkan hukum, 
peraturan dan pedoman, ratifikasi mengenai anggaran dan 
peraturan keuangan, laporan kebutuhan dan pemeriksaan 
keuangan dari luar. Adapun unsur dalam ialah unsur 
pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh 
pemerintah daerah, pedoman para pejabat keuangan 
pemerintah Daerah. 
 
Dengan demikian apabila diikuti pendapat Brian Binder tadi maka 
terlihat unsur-unsur yang terpenting dalam pengelolaan keuangan seperti 
tersebut di atas, beserta peraturan-peraturan keuangan yang dirumuskan 
sendiri dan pemeriksaan keuangan dari dalam. 
Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat 
bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan Sub 
Sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem 
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keuangan Negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-
undang Dasar 1945. Aspek pengelolaan keuangan daerah juga 
merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai 
dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan 
keuangan pusat dengan daerah diatur dengan Undang-undang. Dengan 
pengaturan tersebut diharapkan terhadap keseimbangan yang lebih 
transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, 
pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih balk 
dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai 
dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. 
Sejalan dengan hal tersebut, sudah barang tentu pelaksanaan 
ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan 
memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi 
dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan 
daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang 
lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab 
sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut. 
Secara khusus Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah 
menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan 
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pertanggung jawaban keuangan daerah, antara lain memberikan 
keluasan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut : 
a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur 
dengan peraturan daerah; 
b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan 
Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan daerah 
tersebut; 
c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada 
DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan 
daerah dari keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas 
keuangan. 
d. Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan 
dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 
Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 
2005 dinyatakan bahwa : 
“Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam 
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. 
 
Selanjutnya oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 
tahun 2005 disebutkan bahwa : 
“Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan 
keuangan daerah”. 
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Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
58 tahun 2005 dijelaskan bahwa kekuasaan umum, fungsi penyusunan 
anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum 
daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan 
pertanggung jawaban. 
Sejalan dengan itu Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 
2005 menegaskan bahwa : 
“Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas 
keadilan dan kepatutan.” 
Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 
menyatakan bahwa : 
“APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 
tahun anggaran tertentu.” 
Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 di 
atas berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua 
pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu dengan 
demikian, pemungutan penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam 
APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah 
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dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan 
sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Sehingga APBD menjadi dasar 
bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan 
daerah. 
Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mengacu 
pada semangat Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-
Undang Nomor 33 tahun 2004, maka pedoman pengelolaan keuangan 
daerah masih bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang 
bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan 
keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan 
upaya tersebut diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif 
dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem 
dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus 
menerus, dengan tujuan memaksimalkan efesiensi dan efektivitas 
berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. 
E. Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan Perhitungan APBD 
Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat 
untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung 
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jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan 
kebutuhan masyarakat. 
Menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 
2000 dinyatakan : 
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 
a. Pendapatan daerah. 
b. Belanja daerah 
c. Pembiayaan daerah. 
Atas dasar tersebut, penyusunan APBD hendaknya mengacu pada 
norma dan prinsip anggaran sebagai berikut : 
1. Transparansi dan akuntabilitas 
Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu 
persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan 
bertanggung jawab. Mengingat anggaran derah merupakan salah satu 
sarana evaluasi pencapaian kmerja dan tanggung jawab pemerintah 
mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan 
informasi yang jelas tentang tujuan , sasaran, hasil dan manfaat yang 
diperoleh masyarakat dari satu kegiatan atau proyek yang 
dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh penggunaannya 
harus dapat dipertanggung jawabkan. 
2. Disiplin Anggaran 
APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara 
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pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan 
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus 
dilakukan berdasarkan efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat 
dipertanggung jawabkan. 
Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja 
yang bersifat pembangunan atau modal harus diklarifikasikan secara 
jelas agar tidak terjadi percampuradukan kedua sifat anggaran yang 
dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. 
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang 
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos 
merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran 
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 
penerimaan dengan jumlah yang cukup. 
3. Keadilan Anggaran 
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme 
pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. 
Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara 
adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 
diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 
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4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran 
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik 
mungkin untuk dapat menghasilkan pelayanan dan kesejahteraan 
yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk 
dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektivitas anggaran, maka 
dalam anggaran perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil 
dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau 
proyek yang diprogramkan.  
5. Format Anggaran 
Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran 
defisit. (Deficit Budget Format), Selisih antara pendapatan dan 
belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. 
Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, 
sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi oleh sumber pembiayaan 
pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pemerintah daerah harus mampu menjawab tuntutan masyarakat 
melalui berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD 
dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, 
seperti pendidikan kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain 
sebagainya. 
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Kebijakan penyusunan APBD tidak raja bertujuan untuk 
mengembalikan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, tetapi perlu 
dilakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu, baik pada 
tingkah laku individual para penyelenggara kebijakan maupun mekanisme 
institusional. 
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka beberapa hal yang 
perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam menyusun dan 
melaksanakan APBD adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi tanpa harus membebani 
masyarakat, tetapi melalui penyederhanaan pemungutan, efisiensi 
biaya administrasi pemungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan 
menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak. 
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan penghematan di bidang belanja 
daerah sesuai dengan pioritas. 
3. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai proyek atau kegiatan 
pada dinas teknis yang bertanggung jawab melayani masyarakat 
secara langsung. 
4. Menciptakan Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa dengan 
mengacu pada Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (KKN). 
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Dalam Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah 
Nomor 105 tahun 2000 menyatakan bahwa : 
1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk 
mendapat persetujuan. 
2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemenntah Daerah 
berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. 
3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) harus disampaikan kembali kepada DPRD. 
4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak 
disetuji DPRD, pemerintah daerah menggunakan APBD tahun 
sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah. 
 
Perubahan APBD dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan yang 
bersifat strategis. Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Pusat, 
penyesuaian akibat terlampauinya atau tidak tercapainya target 
penerimaan daerah yang telah ditetapkan serta terjadinya kebutuhan 
yang sangat mendesak. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, maka 
untuk tercapainya sasaran, target, tujuan dan disiplin pelaksanaan APBD, 
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka 
desentralisasi dicantumkan dalam APBD dan dikelola sesuai dengan 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku; 
b. Semua transaksi keuangan daerah balk penerimaan daerah maupun 
pengeluaran harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum dan dilaksanakan melalui Kas 
daerah. 
 40 
c. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau 
mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban 
APBD, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari pengenaan 
bukti tersebut. 
d. Walaupun anggaran belanja yang disediakan merupakan batas 
tertinggi pengeluaran, tanpa mengurangi pencapaian target dan 
sasaran yang ditetapkan, di dalam realisasi keuangannya diupayakan 
agar tidak seluruh dihabiskan; 
e. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD, tidak 
dapat dilakukan sebelum APBD ditetapkan dalam peraturan daerah 
dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Tindakan tersebut 
dikecualikan terhadap biaya-biaya tetap seperti gaji pegawai, 
tunjangan, ongkos listrik, telepon, gas dan air minum;  
f. Atas beban APBD tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk 
keperluan yang tidak penting dan mendesak, misalnya perayaan atau 
kegiatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi daerah, 
perangkat daerah dan sebagainya. 
g. Pemerintah daerah dapat menunjuk lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) atau Badan non pemerintah daerah untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan proyek tertentu. 
Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat 
perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi 
pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD. Selain itu perhitungan 
APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dan 
 41 
anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya dan alasan 
tersebut harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh 
faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali. 
Sejalan dengan itu, menurut R.G. Kartasapoetra (1987 : 170), 
menyebutkan bahwa sesuai dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja 
Daerah, maka perhitungan anggaran daerah terdiri atas dua bagian yaitu : 
1. Perhitungan anggaran rutin 
2. Perhitungan anggaran pembangunan. 
Perhitungan tersebut di atas menyebutkan semua penerimaan dan 
pengeluaran nyata yang termaksud dalam anggaran yang bersangkutan. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Enrekang. 
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengelolaan 
keuangan daerah di Kabupaten Enrekang sebagai salah satu 
Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi alam yang 
memadai yang dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah di 
samping itu daerah penelitian juga merupakan daerah intensitas dalam 
hubungan perekonomian. 
B. Populasi dan Sampel  
a. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala Dinas dan Kepala 
Wilayah Kecamatan serta Bendaharawan di masing-masing instansi 
tersebut yang berada di Kabupaten Enrekang, serta masyarakat 
wajib pajak dan retribusi daerah Kabupaten Enrekang. 
b. Sampel 
Keseluruhan populasi yang dijadikan sampel dipilih melalui pola 
sampel (purposive sampling) dengan menjadikan responden yang 
paling berkompeten dalam pengelolaan Keuangan Daerah 
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Kabupaten Enrekang yakni sebanyak 4 (tiga) orang pejabat dan 
masing-masing staf sebagai berikut :  
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang serta 4 
orang staf. 
- Kepala Bagian Keuangan serta 4 orang staf 
- Kepala Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Enrekang serta 3 
orang staf. 
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  
Serta 30 orang wajib pajak dan retribusi daerah.  
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Data primer yakni data yang diperoleh dari responden yakni Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, Kepala Bagian 
Keuangan, dan Kepala Biro Hukum Daerah Kabupaten Enrekang, 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Enrekang  serta 30 orang wajib pajak dan retribusi daerah. 
b. Data sekunder yakni data yang sumbernya diperoleh dari kajian 
kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-
undangan dibidang keuangan daerah, dokumen-dokumen hukum 
yang diperoleh dari kantor Pemerintah Kabupaten Enrekang. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah 
a. Wawancara (interview) dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Enrekang, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian 
Hukum serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Enrekang dengan menggunakan panduan wawancara 
(interview guide). 
b. Kuesioner, yakni pengumpulan data melalui teknik pengedaran daftar 
pertanyaan dalam bentuk kuesioner pada para responden tersebut di 
atas untuk diisi dan dikembalikan guna diolah dan dianalisis secara 
kuantitatif. 
E. Analisis Data 
Setelah data terkumpul, maka selanjutnya akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan 
tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan 
retribusi daerah, sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan 
keuangan daerah,  dan koordinasi antar instansi serta tingkat Sumber 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Dalam 
Menciptakan Kemandirian Penyelenggaraan Pemerintahan di 
Kabupaten Enrekang 
Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan 
politik umumnyapublik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan 
kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang 
perlu berupaya secara kongkrit dan struktur guna menghasilkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang betul-betul mencerminkan 
kebutuhan riil masyarakatnya sesuai dengan potensi Kabupaten 
Enrekang. Dengan demikian hak-hak masyarakat sebagai konsekuensi 
kewajibannya seperti membayar pajak, retribusi dan lain-lain dapat 
dipenuhi dan dilayani dengan baik melalui kebijakan anggaran yang peka 
terhadap aspirasi masyarakat. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai ujung 
tombak proses pembangunan di Kabupaten Enrekang harus peka 
terhadap tantangan dan dinamika masyarakat yang menuntut reorientasi 
sikap, perilaku, dan kultur birokrasi mengenai pola pengelolaan anggaran 
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selama ini yang cenderung boros dan kurang memperhatikan aspirasi 
kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten 
Enrekang harus menunjukkan niatnya untuk memenuhi aspirasi 
masyarakat, khususnya dalam upaya pemulihan dan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah serta mendudukkan kembali hak-hak 
masyarakat atas pemenuhan fasilitas pelayanan umum yang seharusnya 
menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Enrekang. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai apa yang 
disebutkan dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
mengambil langkah strategis yaitu : 
1. Reorientasi prioritas dan reorientasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 
2. Melakukan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin 
anggaran. 
3. Pengetahuan serta perbaikan mekanisme penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang harus menjawab 
tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang 
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
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dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa publik, 
seperti : pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan 
lain sebagainya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka akan dikemukakan gambaran 
jumlah pegawai organik pada pemerintah Kabupaten Enrekang 
berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut : 
Tingkat Pendidikan Pegawai Organik Pemerintah  
Kabupaten Enrekang  
 








Strata 3 (S3) 
Strata 2 (S2) 



















 Jumlah 3857 100 
Sumber : Kantor BKD Kabupaten Enrekang, 2016. 
 
Data tingkat pendidikan pegawai organik pemerintah Kabupaten 
Enrekang sebagai mana tabel di atas merupakan data yang 
menggambarkan secara umum kualifikasi pendidikan, sedangkan 
pegawai yang bersinggungan secara langsung dalam pengelolaan 
keuangan daerah adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan 
Pegawai Administrasi Keuangan berjumlah 51 orang.  
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Untuk melihat perbandingan kualifikasi pendidikan Pegawai 
Dinas Pendapatan Daerah dan Administrasi Keuangan yang secara 
langsung mengelola keuangan secara umum adalah sebagai berikut : 
 
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Enrekang Tahun 2016 
 








Strata 3 (S3) 
Strata 2 (S2) 



















Jumlah 33 100 
Sumber : Kantor BKD Kabupaten Enrekang, 2016. 
 
Berdasarkan tabel 12 tersebut di atas menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Enrekang masih rendah hal ini dapat ditunjukkan dengan pegawai 
yang berstatus pendidikan S3 tidak ada, S2 sebanyak 3 orang (9%), 
S1 sebanyak 9 orang (27%), Diploma 5 orang (15%), SMU sebanyak 







Tingkat Pendidikan Pegawai Administrasi Keuangan Daerah 
Kabupaten Enrekang Tahun 2016 
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Strata 2 (S2) 



















Jumlah 18 100 
Sumber : Kantor BKD Kabupaten Enrekang, 2016. 
 
Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan Pegawai Administrasi Keuangan Kabupaten Enrekang 
masih rendah hal ini dapat ditunjukkan dengan pegawai yang 
berstatus pendidikan S3 tidak ada, S2 sebanyak 2 orang (11%), S1 
sebanyak 7 orang (39%), Diploma 1 orang (6%), SMU sebanyak 8 
orang (44%).  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat Sumber 
Daya Manusia (SDM)  aparat pengelola keuangan daerah Kabupaten 
Enrekang masih kurang, yang pada akhirnya kurang mampu 
mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 
2016 kepada Bapak Drs. Andi Ulung Tiro .R,M.M selaku Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa pengelolaan 
keuangan daerah Kabupaten Enrekang belum menunjang pelaksanaan 
otonomi daerah disebabkan antara lain : masih rendahnya Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang yang tidak lepas dari pemasukan yang 
bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah dari sektor pajak yang dikemukakan sebagai 
sampel adalah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Daerah Kabupaten Enrekang. 
Pada tahun anggaran 2016 ditargetkan pajak pengambilan dan 
pengolahan bahan galian yang dalam hal ini bahan tambang galian 
golongan C sebesar Rp. 360.000.000,- yang dapat direalisasikan hanya 
sebesar Rp. 78.764.132,- atau sekitar 21,88%.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2016 
kepada Bapak H. Banteng selalu Ketua DPRD Kota Enrekang, 
menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang 
belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten 
Enrekang. Oleh karena itu harus didukung oleh fakta yang berupa data, 
tanggapan responden, maupun hasil pengamatan selama dilakukan 
penelitian di lapangan. 
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Dari data yang diperoleh hasil kuesioner yang telah diedarkan 
kepada 45 orang responden, dengan pernyataan yang dikemukakan 
bahwa pengelolaan keuangan daerah kurang mampu menunjang 
pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang, sebagaimana 
terlihat dalam tabel di bawah ini : 
 
Tingkat Dukungan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 
Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Enrekang 
 













Jumlah 45 100 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pandangan 
responden sama dengan asumsi penulis tentang pengelolaan keuangan 
daerah Kabupaten Enrekang, hal ini dapat dilihat sebagai berikut : 
diantara 45 orang responden, diperoleh jawaban yang menyatakan bahwa 
pengelolaan keuangan daerah di  Kabupaten Enrekang menunjang 
sebanyak 10 responden atau 22%, sedangkan responden yang menjawab 
kurang menunjang 20 responden atau 44%  sedangkan responden yang 
menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang 
tidak menunjang pelaksanaan otonomi daerah sebanyak 15 responden 
atau 33%. 
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Jika dianalisis jawaban dari para responden, maka terlihat bahwa 
persentase yang menjawab pengelolaan keuangan daerah kurang 
menunjang pelaksanaan otonomi daerah lebih banyak atau lebih tinggi 
persentasenya yaitu 44% sedangkan selebihnya 22% menyatakan 
menunjang dan 33% menyatakan tidak menunjang pelaksanaan otonomi 
daerah. 
Rendahnya dukungan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Enrekang, telah menimbulkan keraguan masyarakat Kabupaten Enrekang 
dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dalam tabel berikut : 
 
Tingkat Kesiapan Masyarakat Kabupaten Enrekang  
Menghadapi Otonomi Daerah  
 













Jumlah 30 100 
 
 
Memperhatikan tabel tersebut, terlihat keraguan masyarakat 
Kabupaten Enrekang dalam menghadapi otonomi daerah bila ditinjau dari 
aspek pengelolaan keuangan. Dari 30 responden, 20 responden atau 
67% diantaranya menyatakan kurang siap, 3 responden atau 10% yang 
menyatakan siap, dan 7 responden atau 23% yang menyatakan tidak 
siap. 
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Di samping tabel-tabel yang dikemukakan di atas, kondisi sumber 
daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Enrekang 
juga perlu diperhatikan kaitannya dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Untuk kondisi sumber daya alam (SDA) dapat dilihat melalui 
pernyataan responden mengisi kuesioner, sebagaimana tabel berikut : 
 
Kondisi Sumber Daya Alam Kabupaten Enrekang dalam 
Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah  
 













Jumlah 45                                      100
 
 
Kondisi sumber data alam Kabupaten Enrekang sebagaimana 
terlihat pada tabel di atas, dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah 
apabila dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat diketahui dari tanggapan 
responden yang menunjukkan bahwa dari 45 responden diantaranya 33 
atau 73% menyatakan bahwa sumber daya alam menyatakan sumber 
daya alam Kabupaten Enrekang dapat mendukung pelaksanaan otonomi 
daerah, dan yang menyatakan kurang mendukung 7 responden atau 16% 
sedang yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 5 responden atau 
11%. 
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Sedangkan untuk potensi sumber daya manusia dalam mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang dapat dilihat dalam 
tabel di bawah ini :                    
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Mendukung  
Otonomi Daerah di Kabupaten Enrekang 
 













Jumlah 45                                      100 
 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia 
kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang. 
Terlihat bahwa diantara 45 orang responden 19 responden atau 42% 
yang menyatakan mendukung, 21 responden atau 47% menyatakan 






B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Guna Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak H. Banteng selaku 
Ketua DPRD Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 juni 2016 mengatakan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah di Kabupaten Enrekang antara lain: 
1. Partisipasi Masyarakat  
Untuk menilai sampai sejauh mana keterlibatan atau partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Enrekang, khususnya partisipasi dalam membayar pajak/retribusi 
daerah tepat pada waktunya. Untuk mengetahui sejauh mana 
partisipasi masyarakat tersebut seperti pada tabel berikut ini. 
 
Distribusi Responden Membayar Pajak/Retribusi Daerah  
 













Jumlah 30 100 
 
Dengan melihat data di atas, maka dapat diperoleh gambaran 
bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak/retribusi sendiri 
di Kabupaten Enrekang dinilai masih rendah, hal ini terbukti dari 30 
responden yang membayar pajak/retribusi yang menjawab tidak 
pernah sebanyak 18 orang atau 60%,  selalu sebanyak 7 orang atau 
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23%, dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 5 orang atau 
17%. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Dinas Pendapatan 
Daerah melalui kolektor pajak/retribusi.  
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Enrekang, salah satu indikatornya adalah membayar 
pajak/retribusi tepat waktu sesuai yang ditentukan. Untuk mengetahui 
bagaimana tingkat partisipasi masyarakat/wajib pajak di Kabupaten 
Enrekang adalah dengan membayar pajak/retribusi tepat pada 
waktunya, seperti tabel berikut ini. 
 
Distribusi Responden Membayar Pajak/Retribusi Daerah Tepat 
Waktu 
 













Jumlah 30 100 
 
 
Hal di atas menggambarkan bahwa wajib pajak/retribusi untuk 
membayar pajak adalah tepat waktu, ini dibuktikan dengan jumlah 
responden yang menjawab selalu sebanyak 20 orang dengan 
prosentase 67%, kadang-kadang sebanyak 7 orang dengan 
prosentase 23%, dan tidak pernah sebanyak 3 orang responden 
dengan prosentase 10%. Ini dikarenakan adanya kolektor dari Dinas 
 57 
Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang melakukan penagihan 
tiap bulannya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat 
disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten 
Enrekang masih kurang hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam 
membayar pajak/retribusi, masyarakat nanti membayar setelah 
didatangi oleh kolektor tidak atas kesadaran sendiri sebagai wajib 
pajak untuk membayar pajaknya langsung ke instansi yang telah 
ditentukan. 
Dengan melihat kondisi yang demikian ini, maka pemerintah 
dituntut untuk dapat lebih menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 
rangka membayar pajak/retribusi dengan cara mengadakan 
pendekatan kepada warga masyarakat melalui penyuluhan-
penyuluhan tentang arti penting pajak/retribusi yang mereka bayar ke 
pemerintah, sehingga masyarakat dapat termotivasi untuk membayar 
sendiri tanpa merasa dipaksa, kemudian kepada anggota masyarakat 
wajib pajak/retribusi yang melanggar dikenakan hukuman sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Sarana dan Prasarana 
Faktor sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dalam 
pengelolaan keuangan di Kabupaten Enrekang.  Dimana sarana dan 
prasarana ini diharapkan dapat mendukung mekanisme dari proses 
kerja instansi yang berwenang dalam pengurusan keuangan, sarana 
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dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Enrekang. 
Berikut ini disajikan pandangan responden tentang sarana dan 
prasarana yang dimiliki atau yang tersedia dalam pengelolaan 
keuangan daerah di Kabupaten Enrekang dalam tabel berikut ini : 
 
 
Tanggapan Responden terhadap Kelengkapan Sarana dan 
Prasarana Pendukung dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Enrekang 
 
No. Kriteria Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Memadai 3 20 
2 Memadai 5 33 
3 Tidak Memadai 7 47 
 Jumlah 15 100 
  
 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang 
mengatakan sarana dan prasarana  yang ada di Kabupaten Enrekang 
tidak memadai, terbukti dari 15 responden  7 orang responden (47%) 
yang menjawab bahwa sarana dan prasarana dalam pengelolaan 
keuangan di Kabupaten Enrekang tidak memadai, kemudian sebanyak 
5 orang responden, atau 33%, yang menyatakan memadai, dan yang 
menyatakan sangat memadai 3 orang atau 20%. 
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan 
prasarana dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 
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Enrekang tidak memadai, sehingga memperlambat proses kinerja 
aparat pengelola keuangan daerah Kabupaten Enrekang. 
3. Koordinasi antar Instansi Terkait 
Koordinasi antar instansi merupakan faktor yang sangat penting 
dan utama dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Enrekang.  
Dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Enrekang 
yang melibatkan beberapa instansi yang berkompeten di dalam 
pengelolaan keuangan daerah mutlak adanya koordinasi antar instansi  
tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 mengenai tanggapan 
responden terhadap tingkat koordinasi instansi/dinas-dinas yang 
terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Enrekang 
berikut ini : 
 
Tanggapan Responden terhadap Tingkat Koordinasi Instansi 
Yang Berwenang dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten 
Enrekang 
 
No. Kriteria Tanggapan Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 7 39 
2 Baik 4 27 
4 Tidak Baik 4 27 




Dari table tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang 
menyatakan koordinasi antar instansi yang berwenang dalam 
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Enrekang sangat baik 
sebanyak 7 responden atau 39%, yang menyatakan baik sebanyak 4 
responden atau 27%, yang menyatakan tidak baik 4 responden atau 
27%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat koordinasi 
antara instansi yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan di 
Kabupaten Enrekang adalah baik.  
4. Sumber Daya Manusia Aparat Pengelola Keuangan  
Pemerintahan daerah yang merupakan penjabaran dari 
organisasi negara yang kita bangun dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam penyelenggaraannya dipersonifikasikan 
oleh segenap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. 
Tentunya tidak ada pilihan lain, kecuali masalah peningkatan Sumber 
Daya Manusia (SDM) mutlak diperlukan. Investasi pembangunan 
Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk aparatur negara/daerah 
harus menjadi prioritas bila suatu bangsa dan negara ingin maju dan 
berkembang. 
Oleh karena itu pola rekruitmen dan pembinaan pegawai negeri 
sipil dalam otonomi daerah ini, harus benar-benar diperhatikan secara 
seksama dalam arti bahwa pengadaannya harus berorientasi kepada 
fungsi pelayanan masyarakat daerah secara terampil dan profesional 
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berdasarkan standar dan mekanisme yang dapat diterima baik seluruh 
daerah kabupaten/kota.  
Fungsi dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur 
pengelola keuangan daerah Kabupaten Enrekang begitu besar dan 
kompleks, sejauh mana dapat dikendalikan/dibina dengan baik, maka 






















A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Hukum tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dalam rangka 
otonomi daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di Kabupaten Enrekang belum dapat mendukung pelaksanaan 
Otonomi Daerah secara optimal, terutama bila dilihat dari segi 
pengaturan hukumnya (peraturan daerah) sudah cukup memadai, 
dan dalam taraf singkronisasi hukum baik secara vertikal maupun 
horizontal juga tidak terjadi benturan dan tumpang tindih atau 
bertentangan antara satu peraturan perundang-undangan yang 
lainnya. Namun dari segi ekonomi belum dapat mandiri, dalam arti 
belum mampu mengelola potensi daerah secara optimal dalam 
membangun daerahnya. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah di 
Kabupaten Enrekang dalam rangka otonomi daerah adalah : sumber 
daya alam, partisipasi masyarakat, koordinasi antar instansi, sarana 
dan prasarana serta sumber daya manusia yang masih perlu 
ditingkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalismenya. 
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B. Saran  
1. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Enrekang dapat terwujud 
secara efektif apabila ditunjang peran serta masyarakat, kualitas 
aparat pengelola keuangan daerah, serta didukung fasilitas untuk itu 
perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat 
terhadap perangkat aturan khususnya yang berkaitan pengelolaan 
keuangan daerah dan dilakukan pendidikan teknis fungsional aparat 
serta pengadaan sarana yang memadai.  
2. Bahwa untuk memberikan pengaruh serta kontribusi yang memadai 
terhadap peningkatan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah disarankan agar pemerintah Kabupaten Enrekang 
lebih tanggap mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli 
daerah dari sumber daya potensial menjadi sumber daya yang 
produktif disamping mengupayakan penyempurnaan/peninjauan 
kembali terhadap peraturan daerah yang dianggap dapat menghambat 
pengelolaan keuangan daerah secara optimal. 
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